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BADAN PENGAWAS PEiIIILU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU

ora. Dwl KORIANINGSIH, irA
Kepala LPP RRI Palangka Raya

Jaan M H. Thamrin No 1 Palanqka Raya 73111

SATRIADI, S.E., M.A.P

Keiua Bawas L Provns Kaimantan Tengah

Jalan Selh Adj No 136 Palanqka Raya 73111

na :..r1 0536-3221 --7? A

/ (0536) 3239827

PIHAK KEOUA

PIHAK PERTAIUA dan PIHAK KEDUA seanjulnya disebut PARA PIHAK datam kedldukannya

sepertitersebul diatas telah sepakat dan mengikalkan diridatair kerjasama yang datu sebagai

INDONEsIA

Nomor : 013/PKS/RR| PLKY/02/2024
Nomor : 001/HK.02.00/K.KN/022024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bu an FebruariTahun Dua Ribu Dua Putsh Empat(20

02 2024) bertempat di Palangka Raya, kamiyang berla.dal.ngan dibawah ini :



Pasal2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1)

(2)

(l)

Pertartian ini beraku sarnpaidengan 27 November 2024.

PIHAK PERTAMA menerbitkan Sumt penagihan maksima 3 (iisa) ha katender seretah

masa taiuh temPo Penyaran.

Jatuh iempo pernbayaran lanqqal20 Desemb 2024

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sams dalam penyelenggaEan kerja sama Jasa

Penyiaran be.upa Adlibs sebanyak 6 Kall yang disarkan mela uiPrograma 1 LPP RRI Palangka

Raya Perode 22 Febtuari 23 Februan, 10 Juli, 17 Jul 26 November dan 27 November 2024.

(1) PIHAK PERTAI4Abefiak meneima pembaya€n Jasa p€nyia€n PNBP *bagaimana d]alur

(2) PIHAK PERTAIMA berkewajiban menyediakan Alokas Waktu Penyaran, Surat Penasthan

(SPn 1 ) B lins simponi dan Bukti S ar pa ins ama 3 (tisa) ha kerja seletsh nrasa siar dan

mengganlkan waklu s arpada kesempatan ponama alas penundaan waktu siard karenakan

adanya perisliwa rcnegaraar Periahanandan Keamanan, Sosia danBudaya Keagamaan,

Kebencanaan Kemanusian serta acara - a€ra khusus RRI yang bels ,at mendesaki

(3) PIHAK KEoUA berhak mendapalkan Alokasi Waktu Penyiaran, Su€l Penas han (SPn 1).

BiLlins Simpo.ldan BuktiSiar palins ama 3 (tiga) harikerja setetah masasiar:

(4) PIHAK KEDUA berkeMjiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran

sebasa mana dialur Pasal 1 (salu)

(5) PIHAK KEDUA be ewajlban membayar sanksi Administaiit berupa denda sebesar 2 o/,

perbuan dar sisa lerhutans sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban ptHAx

KEDUA sesuaisural penagihan yang disampaikan oteh PTHAK PERTAMA

CARA PEMBAYARAN

Pembaya.an dilakukan dengan era menyelor langsung ke rekening kas Nsgara, meau Biting



PBal6
DENDA

(1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jaiuh tempo

sesuai dengan ketenluan peraturan perundang,undangan.

(2) PIHAK KEDUA y€ng tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengar
jatuh tempo dikenai sanksi adminisiElir. berupa denda *besar 2% (dua pe6en) per

bulan daiiumlah PNBPteruhng dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh

(3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua putuh

pasat o

PENUTUP

(1 ) Tair PNBP yang berlaku atas kerjasma Penyiaran mengacu pada Lampiran Pe6turan

Di€ktur U[ama Nomor 05 tahun 2023 dan SK Kepala LPP RRI Palangka Raya No. 23
.rahun 

2024.

Adiibs ja ngan dokumeniasi dan infomasi hukum bawaslu sebanyak 6 kati siar
(PdmeTime) r 6x Rp70.000r = Rp420.000,

(3) Jasa ProduksiPenyiaran :

Jasa ProduksiAdlibs sebanyak l VeBi:1 x Rp150.000, = Rp 150.000,-

(4) Total biaya Jasa PenyiaEn pada ayat 2 (dua) sebesar Rp 570.000,- iLima Ratus Tuiuh

PulLrh Ribu Rupiah)

(5) Tata €E Pembaya€nJasa Penyia€n mengacu kepada Pasl3 (tisa).

Pa3al7

KEADAAN IIIIEMAKSA {FORCE MAJURE)

(1) Keadaan Kahar (ro@ majure) daLam Peia.jian Keiasama adalah KebakaEn gemba

Bumi, badai, lopan, banjir, dan bencana Alam lainnya sena Huru HaE, Pe.ans, Makar,

kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter yang berpengaruh

lanssuns pada pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Tidak salupun PIHAK dikenaitanggung jawab untuk memenuhi kewEjiban berdasarkan

peianjian ini sepanjang hal teBebut terhalangi, tercegah atau tertunda petaksanaan

nya oleh keadaan Kahar (iorce majure).



para plhak dalam bentuk Ade.dum, dan merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari

(2) Dalam hal lerjadinya permasalahan akan diselesaka. dengan cara musyawarah dar

mufakat, namun apabila tidak terjadi mulakat akan diselesaikan diPengaditan setempat.

Demlkan Perjanjian kerjasama inidibuat daam ranskap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masins

masing rangkap ditandatanganloleh Para Pihak dan memilk kekualan hukum Vano sama

P]HAK KEDUA
Kepala LPP RRI Palangka Raya,

Dra. Owl KORIANINGSIH, MA S-E., M.A,P

t)


